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ABSTRACT

Organizational culture change has become a critical issue in the digital disruption era, which
demands rapid adaptation to new technologies and virtual work patterns. This article reviews
literature on how digital transformation drives cultural evolution by integrating two theoretical
frameworks: Kotter’s eight-step model (1996) and complexity theory (Stacey, 2000). The
hybrid model combines strategic direction (top-down) with adaptive emergence (bottom-up),
aligned with Indonesia’s collectivist cultural context. Using a systematic literature review and
thematic synthesis of 25 relevant articles, findings reveal that digital-era cultural change is
non-linear and emerges through intertwined technological and social interactions. The
proposed hybrid model provides a contextualized framework for managing sustainable
organizational culture change.

Keywords: organizational culture, digital disruption, complexity theory, Kotter model,
organizational change

ABSTRAK

Perubahan budaya organisasi menjadi isu strategis dalam era disrupsi digital yang menuntut
adaptasi cepat terhadap teknologi baru dan pola kerja virtual. Artikel ini meninjau literatur
mengenai dinamika perubahan budaya organisasi yang dipicu oleh transformasi digital, dengan
fokus pada integrasi dua kerangka teoritis: model delapan langkah Kotter (1996) dan teori
kompleksitas (Stacey, 2000). Pendekatan ini menghasilkan model hibrida yang
menggabungkan arah strategis (top-down) dengan dinamika adaptif (bottom-up), relevan
dengan konteks budaya Indonesia yang berciri kolektivistik. Metode yang digunakan adalah
tinjauan literatur sistematis dengan analisis tematik terhadap 25 artikel akademik internasional
dan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan budaya di era digital bersifat non-
linier, muncul melalui interaksi sosial dan teknologi yang saling berpengaruh. Model hibrida
ini menawarkan perspektif baru bagi organisasi dalam mengelola perubahan budaya yang
berkelanjutan dan kontekstual.

Kata kunci: budaya organisasi, disrupsi digital, teori kompleksitas, model Kotter, perubahan
organisasi

PENDAHULUAN

Perubahan budaya organisasi kini menjadi tema sentral dalam kajian manajemen
kontemporer, terutama di tengah derasnya gelombang disrupsi digital. Mengacu pada Schein
(2010), budaya organisasi terdiri atas nilai, kepercayaan, dan norma yang membentuk pola pikir
serta perilaku anggota organisasi. Budaya tersebut tidak hanya memandu tindakan individu,
tetapi juga menentukan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap dinamika
lingkungan. Di tengah perkembangan digital, inovasi teknologi seperti kerja jarak jauh,
kolaborasi berbasis cloud, dan otomatisasi turut menggeser cara organisasi beroperasi,
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berinteraksi, dan membangun makna bersama (Leonardi, 2018). Jika sebelumnya perubahan

budaya lebih banyak dipicu oleh faktor internal seperti pergantian pimpinan, penggabungan
perusahaan, atau restrukturisasi (Kotter, 1996), maka kini arah perubahan semakin dipengaruhi
oleh faktor eksternal. Sejak pandemi COVID-19 dan akselerasi industri 4.0, disrupsi digital
muncul secara cepat dan penuh ketidakpastian, memaksa organisasi melakukan penyesuaian
secara instan. Penelitian Kniffin et al. (2021) mencatat lebih dari 70% perusahaan global
mengalami perubahan signifikan dalam praktik budaya kerja akibat penerapan sistem kerja
jarak jauh. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya organisasi di era digital berkembang secara
organik dan dinamis, bukan lagi melalui pendekatan pengelolaan yang sepenuhnya terencana

dan linier.

Sebagian besar kerangka perubahan budaya yang lazim digunakan, seperti model
delapan langkah Kotter (1996) maupun tiga tingkatan budaya menurut Schein (2010), disusun
secara linier, normatif, dan berfokus pada kendali manajerial. Pendekatan tersebut efektif
dalam konteks pra-digital, ketika lingkungan bisnis relatif stabil dan perubahan dapat
direncanakan secara bertahap. Namun, dalam konteks digital yang kompleks, cepat, dan tidak
pasti, pendekatan linier semacam itu sering kali kehilangan relevansinya. Perubahan tidak lagi
terjadi secara top-down melalui instruksi atau kebijakan formal, melainkan muncul dari bawah
melalui interaksi sosial, improvisasi, dan pembelajaran kolektif. Dengan kata lain, perubahan
budaya di era digital tidak dapat sepenuhnya dikendalikan, tetapi justru muncul (emerge)
sebagai hasil dari dinamika antar-agen di dalam organisasi. Dalam kerangka teori
kompleksitas, Stacey (2000) menegaskan bahwa organisasi merupakan sistem adaptif
kompleks di mana perubahan terjadi secara non-linier dan tidak terprediksi. Perubahan budaya
dalam pandangan ini bukanlah hasil perencanaan rasional semata, melainkan proses
evolusioner yang dipicu oleh ketidakpastian, kreativitas, dan interaksi sosial yang terus
berkembang. Perspektif ini memperkenalkan konsep emergence, yaitu kemunculan pola baru
yang lahir dari interaksi mikro antarindividu tanpa kendali langsung dari struktur hierarkis.
Berbeda dari pendekatan klasik yang menekankan kontrol dan stabilitas, pendekatan emergen
memandang perubahan sebagai fenomena alami yang dapat diarahkan, tetapi tidak sepenuhnya
dikendalikan. Perubahan tidak lagi merupakan proyek manajerial yang dimulai dari tingkat
atas, melainkan proses pembentukan makna bersama yang berlangsung terus-menerus di
seluruh lapisan organisasi.

Namun, integrasi antara paradigma perubahan yang terstruktur dan paradigma
kompleksitas masih jarang dibahas secara empiris, terutama dalam konteks organisasi di negara

berkembang. Sebagian besar literatur manajemen perubahan budaya masih berakar pada
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konteks Barat, yang menonjolkan nilai individualisme, otonomi, dan struktur organisasi

egaliter (Bloom et al., 2022; Alvesson & Sveningsson, 2015). Padahal, di negara seperti
Indonesia, nilai-nilai sosial seperti gotong royong, harmoni, dan hierarki paternalistik masih
menjadi ciri khas kuat dalam dinamika organisasi (Kusnadi, 2019; Lestari & Nugroho, 2021).
Perbedaan nilai ini dapat memengaruhi cara perubahan budaya terjadi serta bagaimana
emergence dapat berinteraksi dengan nilai-nilai lokal yang cenderung kolektivistik. Ketika
teknologi digital memicu perubahan mendadak terhadap pola komunikasi, kolaborasi, dan
kepemimpinan, muncul ketegangan antara tuntutan fleksibilitas digital dengan kebutuhan akan
keharmonisan sosial dan stabilitas hierarkis yang telah lama melekat.

Fenomena remote working menjadi contoh nyata bagaimana disrupsi digital mengubah
wajah budaya organisasi secara mendasar. Konsep ini, yang pada awalnya muncul sebagai
respons terhadap pembatasan fisik selama pandemi, kini berkembang menjadi model kerja
yang menekankan fleksibilitas, kepercayaan, dan kemandirian. Dalam literatur manajemen,
remote working dipandang sebagai hasil dari digital disruption yang memicu reorganisasi
norma kerja tradisional (Kniffin et al., 2021). Dampaknya bersifat ambivalen: di satu sisi
meningkatkan produktivitas, inovasi, dan keseimbangan hidup-kerja (Bloom et al., 2022),
tetapi di sisi lain dapat memunculkan isolasi sosial, kelelahan digital, serta menurunkan kohesi
tim. Studi Vial (2019) menunjukkan bahwa remote working bahkan dapat memicu pergeseran
nilai budaya dari kolektivisme menuju individualisme, yang menuntut adaptasi gaya
kepemimpinan agar solidaritas tetap terjaga. Dalam konteks Indonesia yang mengedepankan
interaksi tatap muka dan keakraban sosial, perubahan ini menjadi tantangan tersendiri karena
menuntut munculnya bentuk budaya baru yang menggabungkan nilai tradisional dan praktik
digital. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memahami bagaimana proses emergence terjadi
dalam konteks budaya organisasi Indonesia yang sedang menghadapi tekanan digitalisasi.
Pertanyaannya bukan lagi sekadar bagaimana organisasi mengubah budaya, tetapi bagaimana
budaya itu berubah dengan sendirinya melalui interaksi, penyesuaian, dan pembelajaran
kolektif. Penelitian ini berangkat dari gagasan bahwa perubahan budaya di era disrupsi digital
tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan top-down yang terencana, melainkan perlu
dilihat sebagai hasil sinergi antara perencanaan strategis dan dinamika spontan. Pendekatan
hibrida ini menekankan pentingnya sensemaking kolektif dan kepemimpinan adaptif dalam
mengarahkan proses perubahan yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi.

Berdasarkan argumentasi tersebut, penelitian ini mengusulkan Model Hibrida
Perubahan Budaya Organisasi di Era Disrupsi Digital yang mengintegrasikan prinsip-prinsip

perubahan terencana Kotter (1996) dengan dinamika kompleksitas Stacey (2000). Model ini
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tetap mempertahankan aspek sistematis dari proses perubahan, seperti penciptaan urgensi dan

penguatan visi bersama, namun secara bersamaan mengakomodasi munculnya nilai, norma,
dan perilaku baru yang berkembang secara organik melalui mekanisme emergence. Pendekatan
ini menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana organisasi di Indonesia dapat menavigasi
perubahan budaya tanpa kehilangan akar sosialnya, sekaligus tetap adaptif terhadap tuntutan
digitalisasi global. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab kesenjangan teoretis
dan praktis mengenai bagaimana perubahan budaya organisasi berlangsung dalam situasi yang
ditandai oleh ketidakpastian tinggi dan interaksi digital yang intens. Penelitian ini bertujuan
untuk memperkaya literatur tentang manajemen perubahan dengan menghadirkan perspektif
integratif antara paradigma linier dan non-linier, sekaligus menempatkan budaya lokal
Indonesia sebagai faktor kontekstual utama. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan
memberikan panduan bagi organisasi untuk merancang strategi transformasi budaya yang
adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di tengah arus disrupsi digital. Dengan menggabungkan
prinsip perencanaan strategis dan spontanitas emergen, penelitian ini berusaha menunjukkan
bahwa perubahan budaya bukan sekadar produk dari keputusan manajerial, melainkan hasil

dari proses sosial yang hidup, dinamis, dan terus berevolusi.

TINJAUAN PUSTAKA
a.  Teori Perubahan Organisasi Klasik (1996)
John P. Kotter (1996) mengembangkan model delapan langkah perubahan organisasi, yang

menjadi salah satu kerangka paling berpengaruh dalam studi manajemen perubahan. Model ini
terdiri dari: 1) menciptakan urgensi perubahan, 2) membentuk koalisi pemimpin perubahan, 3)
membangun visi dan strategi, 4) mengkomunikasikan visi perubahan, 5) memberdayakan
karyawan untuk bertindak, 6) meraih kemenangan jangka pendek, 7) mengkonsolidasikan
hasil, dan 8) menginstitusikan perubahan dalam budaya organisasi. Model Kotter menekankan
aspek kepemimpinan visioner dan komunikasi efektif dalam memastikan perubahan dapat
bertahan secara berkelanjutan (Kotter, 1996; Harvard Business School Press). Namun, model
ini kerap dikritik karena dianggap terlalu linier dan tidak sepenuhnya mencerminkan
kompleksitas dinamika organisasi modern (Stacey, 2000). Pendekatan Kotter menekankan
pentingnya peran kepemimpinan visioner, komunikasi intensif, dan mobilisasi dukungan
organisasi sebagai fondasi keberhasilan perubahan. Meskipun memberikan panduan yang jelas
dan bermanfaat untuk perubahan berbasis strategi formal, model ini sering dikritik karena
mengasumsikan proses perubahan yang linier, terkontrol, dan dapat diprediksi. Dalam era
digital yang penuh ketidakpastian, perubahan terjadi dengan kecepatan tinggi, dipengaruhi oleh

teknologi serta dinamika sosial yang terus berubah, sehingga pendekatan ini tidak selalu
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mampu menangkap kompleksitas dan spontanitas proses perubahan modern.

b.  Perspektif Kompleksitas dalam Organisasi
Ralph D. Stacey (2000) memperkenalkan teori kompleksitas organisasi yang memandang

organisasi sebagai sistem adaptif, dinamis, dan non-linear. Dalam pandangan ini, perubahan
tidak dipahami sebagai proses yang sepenuhnya terencana atau dapat dikontrol manajemen,
tetapi sebagai hasil dari interaksi berkelanjutan antar individu, teknologi, dan kondisi
lingkungan yang berubah cepat. Berbeda dengan pendekatan linear seperti model Kotter,
perubahan dalam kerangka kompleksitas dapat muncul secara spontan melalui percakapan
informal, konflik kecil, eksperimen sehari-hari, dan pembelajaran sosial. Stacey menekankan
bahwa ketidakpastian dan ketidakteraturan bukan sekadar tantangan, tetapi justru sumber
kreativitas dan inovasi. Oleh karena itu, perubahan budaya sering berawal dari proses sosial
mikro yang terlihat sederhana, namun kemudian berkembang menjadi pola organisasi baru.
Dalam perspektif ini, pemimpin tidak bertindak sebagai pengendali penuh perubahan,
melainkan sebagai fasilitator emergent leadership, yaitu pemimpin yang menciptakan ruang
bagi interaksi, refleksi, dan eksperimen agar pola kerja baru muncul secara organik. Perubahan
budaya dipahami sebagai proses evolusioner dan dialogis, di mana makna dan nilai baru
dihasilkan bersama melalui interaksi anggota organisasi. Kerangka ini sangat relevan pada era
digital saat ini, ketika teknologi mempercepat informasi, memperluas jejaring kolaborasi, dan
meningkatkan peluang munculnya praktik kerja baru tanpa instruksi formal. Dengan demikian,
teori kompleksitas memberikan pemahaman bahwa budaya organisasi di era digital
berkembang melalui mekanisme adaptif dan self-organizing, bukan hanya melalui kebijakan
top-down.

c.  Budaya Organisasi Digital
Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transformasi digital dapat berdampak signifikan

terhadap kinerja organisasi jika diterapkan dengan pendekatan budaya yang tepat (Anwar &
Fadillah, 2018). Oleh karena itu, penting bagi organisasi di Indonesia untuk memahami aspek-
aspek budaya yang harus diperhatikan dalam implementasi teknologi digital (Nugroho &
Wahyudi, 2019). Dengan pendekatan yang tepat, transformasi digital dapat meningkatkan
efektivitas dan efisiensi organisasi secara keseluruhan. Cameron & Quinn (2021) melalui
model Competing Values Framework menunjukkan bahwa era digital menuntut pergeseran
dari budaya hierarkis ke budaya adhocracy yang mengutamakan inovasi, eksperimen, dan
fleksibilitas. Vial (2019) memperkuat pandangan ini dengan menekankan bahwa transformasi
digital bukan sekadar perubahan sistem teknis, tetapi perubahan nilai, pola pikir, dan norma
perilaku dalam organisasi. Namun, literatur mutakhir menunjukkan adanya dampak ambigu

dari digitalisasi. Digitalisasi membawa manfaat seperti peningkatan fleksibilitas kerja,
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percepatan kolaborasi digital, dan pengambilan keputusan berbasis data. Akan tetapi, pada saat

yang sama digitalisasi juga dapat melemahkan koordinasi sosial, menurunkan sense of
belonging, dan memicu kelelahan digital akibat komunikasi yang serba cepat dan intens
(Kniffin et al.,, 2021). Artinya, digitalisasi tidak sepenuhnya positif; keberhasilannya
bergantung pada kesiapan budaya, kemampuan adaptasi individu, serta praktik kepemimpinan
yang mendukung keseimbangan antara teknologi dan interaksi manusia. Dalam konteks
Indonesia, tantangan ini semakin kompleks karena adanya perbedaan antara nilai kolektivisme
yang menekankan kebersamaan dan keharmonisan, dengan budaya kerja digital yang
cenderung mendorong kemandirian individu dan fleksibilitas personal (Rahman & Setyawan,
2020). Oleh sebab itu, organisasi di Indonesia perlu mengadopsi strategi budaya yang mampu
mengharmonisasikan nilai tradisional tersebut dengan tuntutan lingkungan digital, seperti
penguatan komunikasi digital, penanaman mindset adaptif, dan penciptaan ruang kolaborasi
yang tetap mempertahankan nilai kebersamaan.

d.  Konsep Emergence dalam Perubahan Budaya Organisasi
Konsep emergence merujuk pada munculnya pola atau struktur baru dalam organisasi yang

timbul secara spontan dari interaksi kompleks antar elemen, tanpa direncanakan secara penuh
oleh manajemen (Stacey, 2000). Dalam teori kompleksitas, emergence dipahami sebagai hasil
dari dinamika non-linier di mana interaksi sehari-hari, seperti percakapan informal atau
eksperimen kecil, dapat menghasilkan perubahan budaya yang signifikan. Berbeda dari
pendekatan linear klasik, emergence menekankan bahwa perubahan budaya bukanlah proses
top-down yang terkontrol, melainkan evolusi organik yang dipicu oleh ketidakpastian dan
kreativitas kolektif. Top-down yang terkontrol berarti proses perubahan budaya didesain,
diarahkan, dan dikendalikan sepenuhnya oleh level manajemen atas (pimpinan organisasi).
Dalam pendekatan ini, perubahan dianggap sebagai sesuatu yang bisa direncanakan secara
rasional dan dijalankan sesuai tahapan tertentu, persis seperti yang digambarkan Kotter (1996)
dalam model delapan langkahnya. Sebaliknya, dalam pendekatan emergence, perubahan
budaya tidak dirancang secara penuh oleh manajemen, melainkan muncul secara spontan dari
interaksi sehari-hari antarindividu. Misalnya, ketika karyawan mulai mengembangkan cara
kerja baru, beradaptasi dengan teknologi, atau membangun norma kerja virtual tanpa instruksi
formal.

Dalam konteks era digital, emergence sangat relevan karena teknologi mempercepat interaksi
dan memungkinkan pola baru muncul tanpa instruksi formal. Misalnya, penggunaan alat
kolaborasi seperti Slack dapat memunculkan norma kerja asinkron secara alami, di mana

karyawan belajar beradaptasi melalui trial-and-error (Bloom et al., 2022). Namun, emergence
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juga membawa risiko, seperti munculnya norma yang tidak diinginkan, seperti isolasi sosial

atau resistensi terhadap perubahan. Studi Leonardi (2018) menunjukkan bahwa emergence
dalam budaya digital sering terjadi melalui "cultural dynamics" yang dinamis, di mana nilai
baru seperti inovasi dan fleksibilitas muncul dari interaksi teknologi dan manusia. Di Indonesia,
konsep ini dapat diterapkan untuk memahami bagaimana budaya kolektivisme lokal berevolusi
melalui adopsi teknologi, menghasilkan pola kerja hibrid yang harmonis (Rahman & Setyawan,
2020). Dengan demikian, pemimpin perlu bertindak sebagai fasilitator, bukan pengontrol,
untuk mendorong emergence positif dalam perubahan budaya.

e.  Konsep Remote Working dan Dampaknya pada Budaya Organisasi
Kerja jarak jauh, atau remote working, merujuk pada model kerja di mana karyawan

melaksanakan tugas dari lokasi di luar kantor utama, seperti rumah atau tempat lain, dengan
dukungan teknologi digital (Kniffin et al., 2021). Konsep ini berbeda dari work from home
(WFH) yang lebih spesifik pada rumah, karena remote working menekankan fleksibilitas lokasi
yang lebih luas. Dalam literatur manajemen, remote working dipandang sebagai hasil dari
gangguan digital, yang memungkinkan reorganisasi norma kerja tradisional. Maksud dari
“gangguan digital” (digital disruption) disini adalah perubahan besar yang disebabkan oleh
munculnya dan berkembangnya teknologi digital, yang mengguncang atau mengganggu cara
kerja, struktur, dan norma yang sebelumnya sudah mapan dalam organisasi. Dampak remote
working pada budaya organisasi bersifat ambigu: di satu sisi, ia meningkatkan produktivitas
dan keseimbangan hidup-kerja melalui fleksibilitas (Bloom et al., 2022), serta mendorong
budaya inovasi dengan mengurangi hierarki fisik. Namun, di sisi lain, remote working dapat
melemahkan kepercayaan interpersonal, meningkatkan isolasi, dan memicu kelelahan digital
karena komunikasi virtual yang intens (Kniffin et al., 2021). Studi Vial (2019) menunjukkan
bahwa remote working memicu perubahan nilai budaya, seperti dari kolektivisme ke
individualisme, yang memerlukan adaptasi kepemimpinan untuk menjaga solidaritas. Di
konteks Indonesia, remote working sering bertabrakan dengan budaya lokal yang
mementingkan interaksi tatap muka, sehingga memunculkan tantangan seperti penurunan
harmoni kelompok (Rahman & Setyawan, 2020). Oleh karena itu, organisasi perlu
mengintegrasikan remote working dengan strategi budaya yang mendukung komunikasi digital
dan pembangunan kepercayaan virtual, untuk memastikan perubahan budaya yang positif dan

berkelanjutan.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur

(literature review). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan untuk menguji
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hipotesis, melainkan untuk mengintegrasikan teori dan temuan empiris mengenai perubahan

budaya organisasi di era digital. Sumber data diperoleh dari lebih dari 26 literatur sekunder,
meliputi buku, artikel jurnal internasional dan nasional, serta laporan riset yang relevan dengan
topik digital disruption, emergence, dan hybrid culture. Melalui metode ini, penelitian berupaya
menyajikan sintesis teoritis yang komprehensif untuk merumuskan Model Hibrida Perubahan
Budaya Organisasi, sekaligus memberikan dasar konseptual bagi penelitian empiris

selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Peninjauan literatur menunjukkan bahwa gangguan digital melalui teknologi kerja jarak

jauh adalah pendorong utama evolusi budaya organisasi modern. Transformasi ini tidak hanya
berkaitan dengan teknologi, tetapi terutama mengubah pola interaksi, kontrol, dan koordinasi
dalam organisasi. Pembahasan dimulai dengan menguraikan bagaimana remote working
sebagai bentuk gangguan digital memicu emergence dalam budaya organisasi. Konsep remote
working, seperti yang dijelaskan dalam kajian teoritis, merujuk pada model kerja di mana
karyawan melaksanakan tugas dari lokasi di luar kantor utama, dengan dukungan teknologi
digital (Kniffin et al., 2021). Ini berbeda dari work from home (WFH) yang lebih spesifik pada
rumah, karena remote working menekankan fleksibilitas lokasi yang lebih luas. Dalam literatur,
remote working dipandang sebagai hasil dari gangguan digital, yang memungkinkan
reorganisasi norma kerja tradisional. Penelitian Bloom et al. (2022) menunjukkan bahwa sistem
kerja jarak jauh meningkatkan fleksibilitas, namun mengubah dinamika komunikasi dan
budaya kolaborasi, menuntut organisasi membangun norma digital untuk menjaga efektivitas
tim. Demikian pula, Putra & Suryani (2019) menegaskan bahwa platform digital memperluas
kolaborasi lintas fungsi, namun memerlukan adaptasi budaya untuk mengelola ekspektasi,
ritme kerja, dan otonomi karyawan. Di sisi lain, studi Waizenegger et al. (2020) menemukan
bahwa transisi mendadak ke remote work selama pandemi menciptakan tantangan koordinasi
sosial dan kelelahan digital, tetapi sekaligus memunculkan praktik kerja baru seperti
komunikasi asinkron, dokumentasi kolaboratif, dan pembagian tanggung jawab berbasis

kepercayaan.

Integrasi kajian teoritis tentang emergence di sini menjelaskan bahwa pola budaya baru
ini terbentuk dari interaksi sehari-hari karyawan dengan teknologi digital. Konsep emergence,
seperti yang dikembangkan dalam teori kompleksitas (Stacey, 2000), merujuk pada munculnya
pola atau struktur baru dalam organisasi yang timbul secara spontan dari interaksi kompleks
antar elemen, tanpa direncanakan secara penuh oleh manajemen. Dalam konteks remote

working, emergence sangat relevan karena teknologi mempercepat interaksi dan
20
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memungkinkan pola baru muncul tanpa instruksi formal. Misalnya, penggunaan alat kolaborasi

seperti Zoom atau G-Meet dapat memunculkan norma kerja asinkron secara alami, di mana
karyawan belajar beradaptasi melalui trial-and-error (Bloom et al., 2022). Namun, emergence
juga membawa risiko, seperti munculnya norma yang tidak diinginkan, seperti isolasi sosial
atau resistensi terhadap perubahan. Studi Leonardi (2018) menunjukkan bahwa emergence
dalam budaya digital sering terjadi melalui "cultural dynamics" yang dinamis, di mana nilai
baru seperti inovasi dan fleksibilitas muncul dari interaksi teknologi dan manusia. Di Indonesia,
konsep ini dapat diterapkan untuk memahami bagaimana budaya kolektivisme lokal berevolusi
melalui adopsi teknologi, menghasilkan pola kerja hibrid yang harmonis (Rahman & Setyawan,
2020). Dengan demikian, pemimpin perlu bertindak sebagai fasilitator, bukan pengontrol,

untuk mendorong emergence positif dalam perubahan budaya.

Dampak remote working pada budaya organisasi bersifat ambigu, seperti yang
diintegrasikan dari kajian teoritis: di satu sisi, ia meningkatkan produktivitas dan keseimbangan
hidup-kerja melalui fleksibilitas (Bloom et al., 2022), serta mendorong budaya inovasi dengan
mengurangi hierarki fisik. Namun, di sisi lain, remote working dapat melemahkan kepercayaan
interpersonal, meningkatkan isolasi, dan memicu kelelahan digital karena komunikasi virtual
yang intens (Kniffin et al., 2021). Studi Vial (2019) menunjukkan bahwa remote working
memicu perubahan nilai budaya, seperti dari kolektivisme ke individualisme, yang memerlukan
adaptasi kepemimpinan untuk menjaga solidaritas. Di konteks Indonesia, remote working
sering bertabrakan dengan budaya lokal yang mementingkan interaksi tatap muka, sehingga
memunculkan tantangan seperti penurunan harmoni kelompok (Rahman & Suryawan, 2020).
Oleh karena itu, organisasi perlu mengintegrasikan remote working dengan strategi budaya
yang mendukung komunikasi digital dan pembangunan kepercayaan virtual, untuk memastikan

perubahan budaya yang positif dan berkelanjutan.

Aspek Dampak Positif Negatif
Produktivitas Fleksibilitas waktu, work life Isolasi, kelelahan digital
balance
Kolaborasi Komunikasi asinkron, Penurunan kepercayaan
transparansi interpersonal
Budaya Otonomi, inovasi Resistensi, pergeseran ke
individualisme
Kontekstual Harmoni hybrid (digital+ Konflik dengan norma tatap
Indonesia kolektivisme) muka

Tabel 1. Ringkasan Dampak Remote Working pada Budaya Organisasi
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Hasil dari tinjauan literatur menunjukkan bahwa transformasi digital membawa dampak

yang signifikan terhadap budaya organisasi di Indonesia. Salah satu dampak utama adalah
peningkatan kolaborasi antar departemen dan individu dalam organisasi. Penelitian yang
dilakukan oleh Putra dan Suryani (2019) menyebutkan bahwa penerapan teknologi digital
memungkinkan karyawan untuk berkomunikasi lebih efektif dan bekerja secara kolaboratif,
terlepas dari batasan fisik atau struktural dalam organisasi. Teknologi digital seperti platform
kolaborasi dan alat manajemen proyek juga memudahkan pemantauan pekerjaan dan
memperkuat transparansi antar anggota tim (Dewi & Nugraha, 2020). Dampak ini
menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya sekadar perubahan teknologi, tetapi juga
perubahan dalam interaksi dan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi.

Disrupsi digital tidak hanya mengacu pada penerapan teknologi baru, tetapi juga
perubahan logika kerja dan struktur interaksi sosial dalam organisasi. Sebelum era digital,
budaya organisasi cenderung stabil dan terbentuk melalui interaksi tatap muka, pengawasan
langsung, dan hierarki formal. Teknologi digital menggeser mekanisme tersebut dengan
menghadirkan pola kolaborasi virtual, data-driven decision making, dan kecepatan informasi
yang tinggi. Disrupsi ini menciptakan ketegangan antara nilai tradisional dan praktik kerja baru.
Misalnya, budaya kehadiran fisik dan jam kerja tetap tergeser oleh budaya fleksibilitas waktu
dan lokasi. Hal ini memperluas dimensi budaya organisasi, dari budaya berbasis kontrol menuju
budaya berbasis hasil (output-based culture). Proses ini terjadi secara bertahap dan tidak
seragam, tergantung kesiapan digital, kapabilitas SDM, dan sensitivitas budaya lokal. Selain
itu, teknologi menciptakan apa yang disebut sebagai accelerated learning cycles, di mana
organisasi harus belajar, memodifikasi, dan mengulang strategi secara cepat untuk bertahan.
Kondisi ini mendukung pandangan Stacey (2000) bahwa perubahan tidak lagi dapat dilihat
sebagai proses linier, melainkan hasil interaksi dinamis dalam sistem kompleks.

Untuk itu, literatur secara konsisten menunjukkan bahwa digital disruption berfungsi
sebagai titik awal perubahan budaya organisasi. Gangguan ini muncul ketika teknologi baru—
seperti platform kolaborasi virtual dan sistem kerja jarak jauh—menghentikan pola budaya
lama berbasis tatap muka, kontrol langsung, dan struktur hierarkis. Sejalan dengan Vial (2019)
dan Kniffin et al. (2021), gangguan digital ini bukan hanya memodifikasi rutinitas kerja, tetapi
menggoyahkan logika sosial organisasi, menciptakan tekanan adaptasi yang tidak dapat
dijalankan melalui pendekatan perubahan linier tradisional. Disrupsi ini bersifat simultan dan
tidak terprediksi, menjadikan teknologi sebagai aktor budaya yang memaksa organisasi untuk
mengembangkan norma, ritme, dan koordinasi baru secara cepat. Proses perubahan tersebut

dapat dipahami melalui prinsip emergence, di mana pola budaya baru muncul secara bertahap
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melalui interaksi mikro antar karyawan dalam lingkungan digital, bukan melalui desain

manajerial formal. Literatur seperti Bloom et al. (2022) dan Rahman & Setyawan (2020)
menunjukkan bahwa praktik seperti kerja asinkron, self-management, dan koordinasi berbasis
kepercayaan berkembang secara organik dari penggunaan teknologi sehari-hari. Hal ini
memperkuat pandangan Stacey (2000) bahwa evolusi budaya dalam sistem digital bersifat non-
linier, berlangsung melalui eksperimen, penyesuaian terus-menerus, dan pembentukan makna
kolektif di dalam ruang digital. Dengan demikian, emergence menjadi mekanisme utama yang
menjelaskan bagaimana budaya organisasi modern terbentuk, menggantikan anggapan bahwa
perubahan selalu berasal dari strategi formal top-down.

Dalam konteks Indonesia, kombinasi antara gangguan digital dan proses emergence
melahirkan bentuk hybrid culture yang khas. Budaya ini menggabungkan nilai fleksibilitas,
otonomi, dan kolaborasi digital dengan elemen budaya kolektivistik seperti rasa kebersamaan,
gotong-royong, dan preferensi komunikasi sosial. Hasilnya bukan adopsi penuh paradigma
digital global, tetapi hibriditas budaya yang terbentuk melalui negosiasi antara praktik digital
baru dan nilai sosial lokal. Pola ini mendukung temuan Waizenegger et al. (2020) bahwa
perubahan budaya digital terjadi sebagai respons organik terhadap disrupsi, bukan sekadar
implementasi kebijakan formal. Oleh karena itu, evolusi budaya organisasi di Indonesia
menunjukkan dinamika emergent yang dipicu oleh teknologi, tetapi tetap berakar pada struktur
sosial-budaya setempat. Proses terbentuknya hybrid culture berlangsung melalui mekanisme
sensemaking dan co-creation, di mana individu maupun kelompok secara terus-menerus
menafsirkan ulang nilai-nilai kerja digital agar tetap selaras dengan norma sosial dan struktur
relasi yang telah ada. Misalnya, praktik kerja jarak jauh yang menekankan otonomi individu
sering kali diadaptasi melalui koordinasi kolektif berbasis kepercayaan dan komunikasi
informal, menciptakan pola kerja yang fleksibel namun tetap berlandaskan solidaritas.
Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya digital tidak menggantikan budaya lokal secara
total, melainkan berasimilasi melalui proses negosiasi yang melibatkan dimensi simbolik dan
emosional.

Lebih jauh, dinamika ini juga dapat dijelaskan melalui pendekatan socio-technical
system, di mana teknologi digital tidak berdiri netral, melainkan berinteraksi secara timbal balik
dengan struktur sosial dan nilai-nilai budaya yang melekat dalam organisasi. Transformasi
digital yang dibawa oleh sistem cloud collaboration, remote working, dan platform komunikasi
daring pada akhirnya membentuk konfigurasi baru antara manusia, teknologi, dan struktur
sosial. Dalam konfigurasi ini, nilai-nilai tradisional seperti hierarki dan kepemimpinan

paternalistik tidak sepenuhnya hilang, melainkan direinterpretasikan menjadi bentuk
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kepemimpinan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis kepercayaan virtual. Hasilnya

bukanlah adopsi penuh terhadap paradigma digital global, melainkan terciptanya hibriditas
budaya yang lahir dari negosiasi antara praktik digital baru dan nilai sosial lokal. Pola ini sejalan
dengan temuan Waizenegger et al. (2020), yang menunjukkan bahwa perubahan budaya digital
lebih banyak terjadi sebagai respons organik terhadap tekanan eksternal ketimbang
implementasi kebijakan formal. Dalam konteks Indonesia, hybrid culture terbentuk karena
organisasi harus menyeimbangkan tuntutan efisiensi digital dengan kebutuhan akan stabilitas
sosial dan harmoni interpersonal. Hibriditas ini mencerminkan bentuk institutional
isomorphism yang selektif—yakni proses di mana organisasi mengadopsi praktik global, tetapi
menyesuaikannya agar sesuai dengan norma lokal dan ekspektasi sosial yang berlaku.

Oleh karena itu, evolusi budaya organisasi di Indonesia di tengah disrupsi digital
menunjukkan dinamika emergent yang tidak hanya dipicu oleh teknologi, tetapi juga dimediasi
oleh struktur sosial-budaya setempat. Transformasi yang terjadi bersifat reflektif dan adaptif, di
mana organisasi berupaya menyeimbangkan rasionalitas teknologi dengan nilai-nilai
kemanusiaan dan kebersamaan. Dengan demikian, hybrid culture di Indonesia dapat dipahami
sebagai bentuk khas dari digital cultural emergence di negara berkembang—suatu fase di mana
teknologi global tidak hanya diadopsi, tetapi juga dimaknai ulang melalui lensa budaya lokal,

menghasilkan pola kerja, kepemimpinan, dan kolaborasi yang unik dan kontekstual.

[Digital Disruption] > > Hybrid Culture

Gambar 1. Alur Konseptual

Secara sintesis, tinjauan literatur ini mempertegas bahwa digital disruption —
emergence — hybrid culture merupakan alur konseptual yang menjelaskan transformasi
budaya organisasi di era digital. Model perubahan klasik yang bersifat linear dan terpusat pada
kontrol manajerial menjadi kurang memadai untuk menjelaskan fenomena ini. Sebaliknya,
pendekatan kompleksitas memberikan landasan teoretis yang lebih kuat untuk memahami
bagaimana budaya berkembang secara dinamis melalui interaksi teknologi dan manusia dalam
konteks lokal. Integrasi kajian teoritis tentang emergence dan remote working menunjukkan
bahwa remote working sebagai gangguan digital memfasilitasi emergence, menghasilkan
budaya hibrid yang adaptif. Namun, tantangan seperti isolasi dan kelelahan digital memerlukan
strategi kepemimpinan yang mendukung keseimbangan antara teknologi dan interaksi manusia.

Rekomendasi untuk penelitian masa depan adalah studi empiris di perusahaan Indonesia untuk

24



JEB 17
Jurnal Ekonomi & Bisnis, Hal 13 — 28 Volume 11 Nomor 01 , Maret 2026

menguji model hibrid ini, serta eksplorasi dampak jangka panjang emergence pada

produktivitas organisasi. Dalam praktik, organisasi dapat menerapkan strategi seperti pelatihan
digital untuk membangun kepercayaan virtual, atau penggunaan alat seperti Microsoft Teams
untuk memfasilitasi interaksi emergent. Dengan demikian, perubahan budaya di era digital
bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk inovasi yang berkelanjutan. Kajian teoritis ini,
ketika diintegrasikan dengan temuan literatur, memberikan kerangka yang komprehensif untuk
memahami dan mengelola evolusi budaya organisasi di tengah gangguan digital yang terus

berkembang.

KESIMPULAN
Berdasarkan tinjauan literatur yang komprehensif, artikel ini telah mengeksplorasi

bagaimana gangguan digital melalui teknologi kerja jarak jauh mendorong evolusi budaya
organisasi di era modern. Dengan mengintegrasikan kajian teoritis tentang emergence dan
remote working, serta analisis empiris dari berbagai studi, temuan utama menunjukkan bahwa
perubahan budaya organisasi bukanlah proses linier seperti yang digambarkan dalam model
klasik Kotter (1996), melainkan hasil dari interaksi dinamis dan non-linier dalam sistem
kompleks (Stacey, 2000). Alur konseptual gangguan digital — emergence — hybrid culture
terbukti relevan, terutama dalam konteks Indonesia, di mana teknologi digital seperti remote
working memicu munculnya pola budaya baru secara spontan, yang kemudian menghasilkan
bentuk budaya hibrid yang menggabungkan nilai fleksibilitas dan inovasi digital dengan
elemen kolektivisme lokal. Secara spesifik, remote working sebagai bentuk gangguan digital
telah terbukti meningkatkan fleksibilitas kerja dan kolaborasi virtual, namun juga
menimbulkan tantangan seperti isolasi sosial dan kelelahan digital (Bloom et al., 2022; Kniffin
et al., 2021). Emergence, sebagai mekanisme utama, menjelaskan bagaimana norma baru
seperti kerja asinkron dan self-management muncul dari interaksi sehari-hari karyawan dengan
teknologi, tanpa instruksi formal dari manajemen (Leonardi, 2018). Di Indonesia, proses ini
menghasilkan hybrid culture yang unik, di mana praktik digital global dinegosiasikan dengan
nilai sosial lokal seperti gotong-royong, menciptakan budaya kerja yang lebih adaptif dan
harmonis (Rahman & Setyawan, 2020; Waizenegger et al., 2020). Temuan ini mengisi gap
penelitian dengan menunjukkan bahwa model perubahan klasik kurang memadai untuk
menjelaskan fenomena digital, dan pendekatan kompleksitas lebih tepat untuk memahami
evolusi budaya sebagai respons organik terhadap disrupsi.

Secara keseluruhan, artikel ini mempertegas bahwa gangguan digital bukanlah
ancaman, melainkan katalisator untuk inovasi budaya. Dengan fokus pada konteks lokal

Indonesia, temuan ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana organisasi dapat
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beradaptasi di era digital, menekankan pentingnya keseimbangan antara teknologi dan interaksi

manusia. Kajian ini juga menyoroti perlunya pendekatan kepemimpinan yang fasilitatif, bukan
kontrol, untuk mendorong emergence positif dan mencegah risiko seperti resistensi budaya atau
penurunan solidaritas. Melalui integrasi teori dan empiri, artikel ini berkontribusi pada literatur
manajemen dengan menawarkan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami

transformasi budaya organisasi di tengah perubahan teknologi yang cepat.
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